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P U T U S A N 

Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Buol 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara antara : 

NAMA PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, 

pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT.002/ RW. 001, 

Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai 

Pemohon; 

m e l a w a n 

NAMA TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, 

pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, 

RT.005, Desa Dadakitan Kecamatan Baolan, Kabupaten 

Tolitoli, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama Buol; 

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti; 

Telah mendengar  pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang; 

 DUDUK PERKARA 

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk 

perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 06 September 

2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriah . Nomor : 

0136/Pdt.G/2017/PA.Buol, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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MENGADILI 

1. Menetapkan, memerintahkan pada Pemohon untuk mengucapkan sumpah 

tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;  

2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan 

bersama-sama dengan putusan akhir;  

Menimbang, bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediannya untuk 

mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya itu telah 

mengucapkan sumpah dimaksud; 

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang 

pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan; 

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup 

ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada 

apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di  atas; 

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksud 

bersifat litis decisoir; 

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yang 

dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat litis decisoir, maka 

gugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan; 

Menimbang, bahwa fakta  hukum tersebut telah memenuhi norma hukum  

Islam yang terkandung dalam : 

1. Al-Qur’an  Surat Al-Baqarah ayat 227 yang  berbunyi : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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  عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن
Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 

 

2. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan : 

 عليه الله شق شق ومن الله ضرضره لاضررولاضرارمن
Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa 

yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja 
yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”; 

 

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I 

halaman 83, sebagai berikut: 

 فيها ينفع يعد ولم الزوجين  الحياة تضطرب حين الطلاق نظام الإسلام اختار وقد
 لأن روح غير من صورة الزواج الربطة تصبح وحيث صلح ولا نصائح

 روح تأباه ظلم وهذا المؤبد بالسجن أحدالزوجين على يحكم أن معناه الإستمرار
  العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah 
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / 
perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab 

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan 
penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan 
semangat keadilan. 

 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin 

ikrar talak telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan 

dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis 

dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak 

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol setelah 

putusan ini berkekuatan hukum tetap; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum 

Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah 

talak satu raj’i; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Nomor 50 tahun 2009  maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya 

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang 

penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian setelah putusan ini 

berkekuatan hukum tetap; 

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai 

maksud pasal 72 jo pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 

2009, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan Panitera 

Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak 

perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman 

Pemohon dan Termohon serta wilayah tempat perkawinan Pemohon dan 

Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan  

perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam 

titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku serta hukum  syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak 

satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di hadapan sidang 

Pengadilan Agama Buol; 

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk 

mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon 

dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  Ag ama 

di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar 

yang disediakan untuk itu; 

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 

20 Safar 1439 Hijriah, oleh Faiz, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad 

Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaufil Akhyar, S.H sebagai Panitera 

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. 

 Hakim Anggota I, Ketua Majelis, 

   

 Muhammad Jalaluddin, S.Ag Faiz, S.HI., M.H 

 Hakim Anggota II, 

  

 Fathur Rahman, S.HI, M.SI 

  Panitera Pengganti,  

   

  Syaufil Akhyar, S.H 

Rincian Biaya Perkara : 

1.  Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,- 

2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,- 

3. Biaya Panggilan   : Rp. 335.000,- 

4. Redaksi                  : Rp. 5.000,- 

5. Meterai                  : Rp. 6.000,- 

Jumlah                     : Rp. 426.000,-   

 (empat ratus dua puluh enam ribu  rupiah) 
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